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 A B S T R A C T  

This study seeks to examine the impact of tax knowledge, socialization efforts, and the 
modernization of the tax administration system on the tax compliance of MSMEs 
within the Kalideres Tax Office jurisdiction. A qualitative descriptive approach is  
employed, with data gathered through interviews and documentation. The study's 
sample includes MSMEs operating in the Kalideres area that possess a Tax 
Identification Number (NPWP) and have an annual turnover ranging from Rp. 
4,000,000 to Rp. 500,000,000. Findings reveal that tax knowledge, the frequency and 
type of socialization, and the modernization of the tax administration system 
significantly influence MSME taxpayer compliance. Additionally, the study highlights  
the profiles and backgrounds of MSME entrepreneurs, emphasizing key factors such as  
their level of tax knowledge, the effectiveness of socialization efforts, the efficiency of the 
modernized tax system, and their attitudes towards money. These elements are critical 
in shaping their mindset, decision-making, and behavior concerning their tax rights  
and obligations. The findings offer valuable insights for enhancing tax policies and 
socialization strategies to boost tax compliance among MSMEs. 
 

 A B S T R A K  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, 
sosialisasi, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan 
pajak UMKM di wilayah Kantor Pajak Kalideres. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang 
beroperasi di wilayah Kantor Pajak Kalideres, memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP), dan memiliki omset tahunan minimal Rp. 4.000.000 dan maksimal 
Rp. 500.000.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, 
frekuensi dan jenis sosialisasi, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan 
secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian 
ini juga menyoroti profil dan latar belakang pelaku usaha UMKM, dengan 
menekankan faktor-faktor utama seperti tingkat pengetahuan perpajakan, 
efektivitas upaya sosialisasi, efisiensi sistem pajak yang dimodernisasi, dan sikap 
terhadap uang. Elemen-elemen ini sangat berperan dalam membentuk pola pikir, 
pengambilan keputusan, dan perilaku mereka terkait dengan hak dan kewajiban 
perpajakan mereka. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga untuk 
meningkatkan kebijakan perpajakan dan strategi sosialisasi guna meningkatkan 
kepatuhan pajak di kalangan UMKM. 
 

 

1. Pendahuluan  
Indonesia adalah satu negara berkembang di dunia di mana selalu berhubungan dengan 

kegiatan aksi pembangunan dari segala jenis industri. Kegiatan tersebut semata untuk 

menciptakan kesejahteraan masyarakat salah satunya ada dengan menyelenggarakan pelayanan 
kepada masyarakat dan keadilan negara yang memelihara untuk keamanan dan ketertiban, di 
mana kebutuhan anggarannya didapatkan dengan cara melakukan sistem perpajakan sebagai 
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anggaran yang dituntut kepada semua wajib pajak. Disebutkan sesungguhnya kompensasi dari 
pajak tidak diterima dan didapatkan secara spontan, melainkan akan digunakan guna 
pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Sri Narwanti, 2018). Apabila tidak ada pajak, 

secara keseluruhan aktifitas negara akan mengalami hambatan. Salah satu zona pajak terbanyak 
di kala ini merupakan sumber dari riil ekonomi, ialah Usaha Kecil, Mikro serta Menengah. Untuk 
selanjutnya Usaha Kecil Mikro dan Menengah pada penelitian ini akan disebut sebagai UMKM. 

Per tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia, 

mencatatkan saat ini jumlah UMKM yang menyebar ke berbagai wilayah sudah mencapai 67 
juta, akan tetapi dari sekian banyak UMKM, jumlah UMKM yang memiliki NPWP sekadar 2,3 
juta dengan kondisi tidak semuanya yang memiliki NPWP taat terhadap pajak. Padahal DJP 
sendiri bersama Kementerian Keuangan mempermudah dengan kebijakan penurunan tarif pajak 
dari 1 menjadi 0,5 persen apabila omset kurang dari 4,8 miliar sejak Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2018. Selain itu, sebaga aturan turunan dari UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, didasarkan 
pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022  tentang Koordinasi Peraturan di Bidang 
Perpajakan Penghasilan (PPh) memberikan kebijakan terbaru apabila omset UMKM mencapai 
maksimal pendapatan 500 juta, maka tidak perlu dikenakan pajak PPh final 0,5 persen.  

Satu dari sekian faktor yang memotivasi kesadaran kepatuhan wajib pajak UMKM ialah 
faktor pengetahuan perpajakan. Seperti yang sudah diketahui, pengetahuan perpajakan ialah 
rangkaian alur dari wajib pajak yang telah mengetahui atau menguasai tentang peraturan 
perpajakan serta Undang-Undang serta menerapkannya untuk menjalankan kewajiban 
perpajakannya secara mandiri seperti menghitung, membayar, dan melaporkannya. Faktor 

berikut yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang 
dimaksudkan di sini berupa sosialisasi secara tidak langsung dan langsung. Pada umumnya, 
Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh tenaga fiskus seperti Direkorat Jenderal Pajak namun saat 
ini ada banyak Lembaga Pendidikan yang mengajarkan perpajakan juga bisa mendukung dan 

membantu untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya perpajakan dan konsekuensi.  
Faktor lain yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan perpajakan ialah modernisasi 

sistem administrasi perpajakan. Sebuah sistem pajak yang akan terus- menerus mengikuti 
perubahan era, seperti pembaruan dan penyempurnaan kinerja, dilihat dengan sudut pandang 
internal dan eskternal institusi perpajakan dengan tujuan memberikan pelayanan perpajakan 

yang optimal dan maksimal serta menaikkan penerimaan pajak. Faktor selanjutnya yang dapat 
mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah Love of Money. Love of Money sendiri adalah rasa 
kecintaan atau kekaguman individu terhadap uang yang berlebih (Asih et al., 2019). Love of Money 
(LOM) berpengaruh bagaimana wajib pajak memandang fungsi uang dari sudut pandang yang 

ekstrim menuju sifat keserakahannya. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan perpajakan, sosialisasi, sistem administrasi 
terbarukan, dan sikap LOM terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya yang menjadi pusat 
penelitian adalah UMKM. 

 

2. Tinjauan Pustaka 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa wajib pajak perlu mengisi dengan benar dan 
menyampaikan surat pemberitahuan dengan jelas dan lengkap serta perlu mendatanganinya. 

Dijelaskan lebih mendalam dalam afirmasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisikan tentang 
kepatuhan perpajakan ialah jenjang kesadaran dari wajb pajak mentaati peraturan perundang-
undangan dan peraturan perpajakan sendiri. 

Bersumber pada aturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 diatur indikator yang 

menjelaskan mengenai dua tipe kepatuhan dari wajib pajak merupakan material dan formal. 
Dalam kepatuhan material sendiri terdiri dari kecocokkan nominal terhutangnya pajak dengan 
perhitungan wajib pajak, berapa besar jumlah tunggakan yang belum terbayar, dan penilaian 
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independensi akuntan publik/konsultan pajak. Sedangkan dalam kepatuhan formal, terdiri dari 
rangkaian alur proses kegiatan perpajakannya dari pendaftaran, pembayaran, penyetoran 
hingga penyampaian SPT. 

Menurut pada Direktorat Jenderal Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 
74/PMK.03/2012 menjelaskan bahwa ciri seorang wajib pajak dikatakan sebagai taat atau patuh 
terhadap pajak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam melaporkan 
dan menyampaikan SPT; (2) Wajib pajak tidak memiliki beban terutang atas pajak, tetapi sudah 

ada mendapatkan izin dalam mengundur dan mencicil pelunasan utang pajaknya; (3) Laporan 
keuangan usaha yang telah diperiksa oleh lembaga pengawas atau akuntan publik dengan 
menyatakan opini wajar tanpa terkecuali selama 3 tahun berturut; dan (4) Wajib pajak tidak 
pernah ada pengalaman tindak pidana atas pajak yang dilandaskan pada keputusan peradilan 
dengan daya hukum tetap selama 5 tahun belakang. 
 
Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan perpajakan sama dengan rangkaian alur kegiatan oleh wajib pajak yang 
telah mendapatkan dan mengerti hal dasar seperti peraturan perpajakan, Undang-Undang 
yang mengatur, dan tahapan pelaksanaannya dari perhitungan, pembayaran, penyetoran 

pelaporan dalam SPT, dan lainnya. Wajib pajak dikategorikan memiliki pengetahuan 
perpajakan yang cukup apabila memiliki indikator sebagai berikut: wajib pajak mengetahui 
peraturan perpajakan terkini, wajib pajak memahami dan mengetahui alur sistematis dari 
perhitungan, proses pembayaran hingga pelaporan besaran pajak terhutang, serta yang 

terpenting adalah wajib pajak paham dan mengetahui teknis pengisian surat pemberitahuan 
SPT. 

 
Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan fiskus, 
khususnya Direktorat Jenderal Pajak khususnya terhadap wajib pajak individu atau badan 
tertentu untuk memberitahukan sebuah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

pajak terdiri dari peraturan yang mengatur, tata cara pelaksanaan sampai ketepatan 
penggunaan metode. Sosialisasi sendiri dibedakan berdasarkan pada metode, dibedakan 
menjadi dua yakni langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah aktivitas 
penyuluhan perpajakannya yang menyebabkan adanya interaksi secara langsung dan real time 

seperti tatap muka dan kontak fisik kepada wajib pajak mapun calon wajib pajak. Sedangkan 
Sosialisasi Tidak langsung ialah aktivitas penyuluhan perpajakan terhadap calon wajib pajak 
atau wajib pajak dengan tidak melakukan kontak fisk dan tatap muka.  
 
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ialah sistem terbarukan pelayanan 
perpajakan berbasis teknologi yang tetap menemui banyaknya perubahan, seperti perbaikan 
dan penyempurnaan kapasitas pelayanan, dilihat dengan sudut pandang internal dan 
eskternal entitas perpajakan yang bermaksud guna mengamalkan pelayanan perpajakan yang 
optimal dan maksimal serta menaikkan angka penerimaaan pajak (Floriana, 2021). Pada 

dasarnya intensi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait modernisasi sistem sendiri yaitu ingin 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemudahan untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakan, meningkatkan produktivitas wajib pajak dan fiskus, kepatuhan sukarela wajib 
pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarkat 
Love of Money 

Love Of Money atau umumnya disebut dengan cinta berlebih terhadap uang adalah 

sikap di mana tindakan seseorang didasarkan pada sumber penghasilan atau uang. Prinsip 
LOM ini cenderung membuat seseorang beranggapan bahwa uang merupakan hal yang 
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penting, uang dapat memberikan kebahagiaan, uang dapat memberikan apa saja yang 
diinginkan, sehingga uang menjadi motivasi utama untuk seseorang lebih bisa giat untuk 
bekerja, selain itu uang dianggap sebagai alat untuk mendapatkan rasa hormat dari lingkungan 

sosialnya, serta uang menjadi alat untuk mengukur tingkat keberhasilan (Reski et al., 2023). 
LOM secara singkat dapat dilambangakna sebagai cita-cita dan keinginan seseorang yang 
melampaui makna “uang” sebagai kebutuhan mereka. Uang dilihat sebagai ala t pertahanan 
untuk melakukan segalanya, karena uang dianggap sebagai alat untuk mengukur derajat dan 

harga diri wajib pajak, seperti status sosial. 
 

3. Metode Penelitian 
Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kualitatif. Sumber data 
sendiri bisa dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Bentuk dari data primer dapat 

berupa kuisioner, wawancara, survei dan observasi. Sumber data yang peneliti gunakan ialah 
jenis data primer, di mana data langsung diberikan kepada pengumpul data dengan melakukan 
wawancara langsung kepada UMKM di wilayah KPP Binaan Kalideres, Jakarta Barat.  
 
Populasi dan Sampel 

Populasi yang diambil untuk penelitian ini ialah masyarakat UMKM yang   berada di 
wilayah KPP Binaan Kalideres, Jakarta Barat.. Sampel dipilih dengan metode Pursposive 
Sampling dengan pertimbangan dan parameter tertentu sebagai berikut:  UMKM yang 
berdomisili di wilayah KPP Binaan Kalideres, usaha sendiri atau bersama orang lain/partner, 

memiliki NPWP, penghasilan dengan kisaran paling sedikit Rp.4.000.000,- dan paling banyak 
adalah Rp.500.000.000,-. 
 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sesuai dengan sumber data yang 

digunakan adalah data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan melakukan 
dokumentasi dalam bentuk rekaman suara dan melakukan pencatatan dalam kuisioner sebagai 
bantuan tambahan bagi peneliti dalam memudahkan pencatatan informasi. Penelitian ini 
dilaksanakan sejak akhir bulan Oktober 2023 pada wajib pajak UMKM di wilayah KPP Kalideres.  
 
Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis yang peneliti gunakan untuk menerapkan analisis 
data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisa statistik deskriptif adalah 
analisa dengan memanfaatkan data informasi guna menggambarkan dan mendefinisikan suatu 

informasi tanpa perlu mengubah isi dari kesimpulan informasi tersebut. 
 

4. Hasil dan Pembahasan 
Gambaran Umum Objek Penelitian 

Kecamatan Kalideres merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam lingkup kota 
Administrasi Jakarta Barat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menduduki posisi 

kedua dalam jumlah penduduk terpadat di wilayah Jakarta Barat di mana pada tahun 2022 
sebanyak 464.923 jiwa dengan  luas wilayah 30.23 km2. Berdasarkan data yang didapatkan dari 
kecamatan Kalideres, saat ini jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan sebanyak 
15.465 dengan total penerimaan pajak sejumlah Rp. 42.338.735.783,-. Salah satu sumber 

pendanaan suatu wilayah adalah dalam sektor ekonominya salah satu contohnya adalah pasar 
dan perdagangan, sehingga pasar dan perdagangan memegang peranan penting yang tidak 
hanya akan bermanfaat bagi pendorong roda perekonomian, tetapi juga menyediakan bahan 
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pokok untuk masyarakat sekitar. Selain pasar, salah satu sumber perekonomian yang kian marak 
pada masa ini adalah bertambahnya jumlah usaha dalam bidang kuliner, salah duanya adalah 
rumah makan dan restoran.  Berdasarkan data yang didapatkan dari kecamatan Kalideres, saat 

ini jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan sebanyak 15.465 dengan total 
penerimaan pajak sejumlah Rp. 42.338.735.783,. 

Responden penelitian ini adalah UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Kalideres. 
Jumlah responden yang berhasil diteliti dalam penelitian sebanyak 40 responden, yang tersebar 

di daerah Daan Mogot, Sumur Bor, Pegadungan, Peta Utara dan Peta Selatan. Berdasarkan pada 
klasifikasi jenis kelamin dan usia (Gambar 1 dan Gambar 2), pelaku UMKM paling banyak 
dilakukan oleh golongan jenis kelamin pria dalam usia produktif, dengan rentang usia 20 sampai 
30 tahun, sedangkan untuk jenis kelamin wanita paling banyak pelaku usaha UMKM adalah 
dengan kisaran usia lebih dari 50 tahun ke atas. Sedangkan usia pelaku UMKM paling sedikit 

adalah pada rentang usia 40 hingga 50 tahun dengan pelaku UMKM baik pria maupun wanita 
sama-sama memiliki tingkat tamatan pendidikan terakhir yang tinggi, yaitu di jenjang Sekolah 
Menengah Atas/Kejuruan. Jenis usaha sendiri paling banyak didominasi oleh usaha kuliner 
berupa cemilan sebagai posisi pertama, dan posisi kedua adalah jenis usaha retail. Lalu kategori 

jenis usaha sendiri paling banyak adalah jenis usaha perorangan dibandingkan dengan usaha 
bersama dengan kategori paling banyak adala UMKM usaha mikro. 

 
Gambar 1. Tingkat Pendidikan responden 
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Gambar 2. Jenis Kelamin dan Usia Responden 

 
Tidak semua responden yang memiliki NPWP sudah pasti akan atau pasti telah 

mendaftarkan usahanya sendiri (Gambar 3). Hal ini karena dari NPWP yang digunakan ialah 
NPWP orang pribadi, dan sebagian merasa jika usaha yang dijalankan saat ini ialah usaha kecil-
kecilan sehingga tidak mewajibkan diri responden untuk mendaftarkan usahanya. Ada pula 
karena responden yang menjalankan usahanya bukanlah individu yang menjalankan tugas 

perpajakannya dikarenakan responden hanya melakukan usaha nya saja sedangkan anggota  
keluarganya yang mengurusi kegiatan perpajakannya. Selain itu ada yang merasa jika mereka 
mendaftarkan usahanya, sudah pasti akan diiringi dengan kewajiban membayar seperti terdapat 
administrasi atau biaya pelayanan, sedangkan penghasilan dari usahanya sa ja tidak tentu dapat 
menutup biaya kebutuhan sehari-harinya. Alasan lain yang bisa dilihat dari beberapa responden 

mengaku bahwa mereka ‘malas’ untuk mendaftarkan usahanya jika mereka tidak bisa 
mendapatkan imbal balik secara langsung misalnya seperti modal tambahan, karena responden-
responden mengatakan bahwa mereka pernah mendapatkan informasi dari teman usaha lainnya 
apabila usaha mereka nantinya akan mendapatkan modal tambahan ketika mendaftarkan 

usahanya, namun pada kenyataannya mereka tidak pernah mendapatkannya, sehingga hal 
inilah yang menurunkan keinginan dan kepatuhan mereka untuk mendaftarkan usahanya. 
Padahal mendaftarkan usaha adalah salah satu langkah kecil untuk mengukur kepatuhan pajak 
reponden. Meskipun wajib pajak telah melakukan kewajibannya dalam mendaftarkan usahanya 
sendiri, namun tidak menjamin bahwa wajib pajak itu sendiri paham dengan alur perhitungan, 

penyetoran, hingga pelaporan SPT itu sendiri (Gambar 4). Hal ini dapat terjadi karena jika 
peneliti melihat dari jawaban responden karena adanya ketidakmandirian mereka dalam 
melakukan usaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri. Tentunya ini menjadi 
hubungan yang berkaitan nantinya dengan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada 

wajib pajak UMKM.  
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Gambar 3. Klasifikasi UMKM 

 
Gambar 4. Alur Pelaporan SPT 

 
Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Jumlah UMKM yang mengetahui perpajakan dan manfaatnya adalah UMKM dengan 

latar belakang pendidikan tingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang sudah 
memiliki NPWP setidaknya mereka paham definisi dari perpajakan itu sendiri apa. Ada 
beberapa jawaban dari responden yang menjelaskan apa arti pajak sendiri bagi mereka.  Bagi 
mereka, perpajakan adalah suatu hutang yang harus dibayarkan kepada negara; hasil dari usaha 

penjualan yang mencakup PPN; kewajiban seperti hutang atau kredit yang harus dibayarkan 
dari apa yang sudah mereka gunakan; iuran yang harus dibayarkan dan sudah menjadi 
kewajiban wajib pajak; pajak adalah objek yang sudah kita daftarkan ke pemerintah, jadi apa 
yang kita hasilkan dari objek itu, itu lah yang harus dibayarkan ke pemerintah.   

Sebanyak 58% responden mengetahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah Self-

Assesment (Gambar 5). Mereka mengungkapkan bahwa lebih dari sebagian UMKM, paham 
dengan sistem pajak di Indonesia dikarenakan adanya bantuan dari anggota keluarga yang saat 
ini terbuka dengan perubahan era teknologi dan mudahnya dalam mengakses informasi lebih 
luas baik di media cetak maupun digital. Sehingga dengan demikian mengartikan seseorang 

yang memiliki NPWP tidak menjamin baik mereka dari latar belakang pendidikan yang berbeda, 
masih ada sebagian kecil yang sama sekali tidak mengetahui dasar pengetahuan perpajakan yang 
saat ini berkembang di Indonesia (Gambar 6). Hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang 
mengikuti perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini tentunya dikarenakan atas 
dasar latar belakang pendidikan responden yang paling mendominasi adalah Sekolah Menengah 
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Atas atau Kejuruan, serta kecakapan responden dan kecepatan responden dalam mendapatkan 
informasi melalui penggunaan media digital. 

 
Gambar 5. Pengetahuan Sistem Perpajakan di Indonesia 

 

 
Gambar 6. Pengetahuan Dasar Responden 

 
Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Keseluruhan jawaban responden dengan nilai 100% mengungkapkan bahwa dari pihak 
kantor pajak sendiri tidak pernah melakukan kunjungan dan menghampiri mereka, sehingga 
membuat wajib pajak responden merasa tidak paham apapun terkait dengan perpajakan atau 

informasi terbarunya (Gambar 7). Hal ini lah yang menjadikan masyarakat khususnya pelaku 
usaha UMKM di wilayah Kalideres masih merasa tabu dengan istilah perpajakan. Jika dilihat 
dari jawaban responden, mereka mengungkapkan bahwa minimnya pemahaman dan 
keengganan mereka terhadap perpajakan dikarenakan kurangnya perhatian dan turun tangan 

dari pemerintah untuk peduli dan memberikan sosialisasi. Selain itu wajib pajak meskipun tidak 
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pernah mendapatkan sosialisasi, responden menjawab bahwa ketika mereka tidak paham 
dengan kewajiban perpajakan terkadang mengharuskan mereka untuk datang ke kantor pajak. 
Dan hasilnya, ada 13% lainnya merasa petugas pajak masih slow respon dalam menanggapi 

kesulitan wajib pajak yang datang langsung ke kantor pajak (Gambar 8). Keluhan atau kesulitan 
di kantor pajak perlu waktu menunggu yang lama, dan terkadang masalah yang dihadapi wajib 
pajak bisa dialihkan atau dioper ke staff lainnya, atau lebih mudahnya seperti yang diungkapkan 
responden ialah ‘ribet’, sehingga mereka merasa kurang efektif dalam mengajukan pertanyaan.  

Yang artinya ketika dari sisi pemerintah tidak memberikan sosialisasi, dari sisi wajib pajak 
UMKM merasa bukan tanggungjawab mereka untuk mencari tahu informasi pajak itu sendiri. 
Berdasarkan referensi baik berdasarkan media cetak maupun elektorinik, yang sekiranya 
menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi ialah melalui media yang dapat 
memberikan fasilitas tanya-jawab atau menghubungi kontak yang dapat dihubungi apabila 

responden merasa ada yang ingin ditanyakan terkait perpajakan. Responden memilih media 
yang dapat melakukan feedback dari pertanyaan responden dengan cepat dan mudah dilakukan 
tanpa harus datang ke kantor pajak karena keterbatasan waktu atau sebagai ganti dari alternatif 
pemerintah apabila tidak dapat melakukan penyuluhan informasi secara langsung kepada 

responden. 

 
Gambar 7. Frekuensi Sosialisari dari Kantor Pajak 

 
Gambar 8. Respon Petugas Kantor Pajak 

 
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  

Pada era saat ini, semua segala aspek kehidupan hampir keseluruhan berpindah dan 
menerapkan perkembangan teknologi untuk memudahkan setiap pekerjaan menjadi lebih 
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fleksibel dan hemat waktu serta tenaga. Salah satu aspek yang ikut serta dalam menerapkannya 
yaitu aspek ekonomi, terkhususnya adalah perpajakan. Dalam perpajakan sendiri, bagian yang 
difokuskan dalam tugasnya ialah sistem administrasi perpajakan yang sifatnya 

digitalisasi.Modernisasi sistem administrasi perpajakan dianggap sebagai salah satu upaya 
pemerintah untuk dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintahan dan 
menumbuhkan produktivitas sikap sukarela wajib pajak dalam mengungkapkan perpajakannya. 

Berdasarkan pada hasil wawancara sebanyak 50% dari 67% responden mengaku paham 

dan mengetahui adanya modernisasi administrasi di perpajakan, yang mengartikan jika masih 
ada sebagian kecil 17% responden yang masih kurang paham (Gambar 9). Selain itu sebesar 13% 
responden yang melakukan pelaporan SPT pernah merasakan manfaatnya, dengan sisanya 
menyatakan bahwa mereka tidak menyadari secara langsung manfaat dari modernisasi sistem 
administrasi itu sendiri karena mereka menganggap semua yang sudah difasilitasi dengan 

digitalisasi teknologi adalah hal yang umum, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk 
mempelajari hal itu. Maka sebaiknya bagi pemerintah sebelum melakukan modernisasi sistem 
administrasi alangkah baiknya untuk menginformasikan terlebih dahulu dan ketika sudah ada 
pelaksanaannya, pemerintah juga harus menginformasikan dan menyampaikan dengan detail 

setiap langkahnya, supaya banyak masyarakat yang akan makin sadar dengan kemudahan 
perpajakan yang difasilitasi oleh pemerintah guna meningkatkan sifat kesukarelaan dalam 
pelaporan pajak. 

Selanjutnya terkait dengan poin regenerasi sumber daya manusia di sini juga sebesar 0%, 
hal ini dikarenakan tidak pernah adanya tatap muka dengan petugas perpajakan di mana semua 

sistem administratif yang sudah berbasis teknologi pada umumnya ketika ada yang ingin 
mengajukan pertanyaan mereka biasanya dapat bertanya kepada customer service dalam bentuk 
bot chat atau telfon, jadi mereka tidak tahu usia dari petugas yang membantu. Jarang sekali bagi 
mereka untuk melihat petugas perpajakan secara langsung, misal dalam video call, terkecuali 

diperlukan verifikasi wajah atau identitas, itu hanya sebatas foto atau tanya jawab seputar 
identitas, tidak sampai menjawab permasalahan dari responden. 

 
Gambar 9. Modernisasi Sistem Administrasi 
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Love of Money dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Penilaian seseorang terhadap kecintaannya terhadap uang dinilai dari 4 aspek, yaitu dari 
seberapa uang dianggap penting, motivasi dalam mendapatkan uang, hubungan antara persepsi 

kekayaan dan uang, serta bagaimana uang mendefinisikan kesuksesan itu sendiri. Pertama, 
mengenai konsep Important, sebanyak 33% menilai uang itu adalah yang bagus (Gambar 10). 
Bagus yang dimaksudkan di sini ialah apakah uang itu memberikan dampak negatif atau positif. 
Uang dinilai bagus apabila dapat memberikan dampak positif dan memberikan manfaat atau 
kontribusi yang berdampak kepada penggunanya, sedangkan uang dinilai tidak bagus apabila 

uang dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan kepada penggunanya. 

 
Gambar 10. Gambaran konsep important dari Love of Money 

 
Seluruh responden menilai uang menjadi hal yang konkrit dan tidak dapat terlepas dari 

kehidupan mereka. Isu ini menjadi lebih perhatian yang harus diperhatikan karena responden 
merasa bagi mereka yang saat ini berada pada masyarakat golongan bawah, melihat uang adalah 
segalanya sebab tanpa adanya uang, responden tidak percaya diri, pasrah atau hopeless untuk 
bisa bertahan hidup karena tidak adanya dukungan dana dari pemerintah sehingga tidak ada 
yang menjadi sandaran utama mereka selain uang itu sendiri. Terutama bagi pelaku usaha 

UMKM, hal ini menjadi dasar penting bagi mereka dalam menghasilkan uang sebab kebanyakan 
UMKM akan menggunakan uang yang didapatkan dari hasil penjualannya per hari untuk 
dibelanjakan kembali membeli modal untuk dijual keesokan harinya untuk bekerja keras demi 
menghasilkan uang dikarenakan dengan adanya uang akan digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan usaha, untuk menghidupi keluarga seperti untuk memberi makan, kebutuhan anak 
sekolah, untuk bayar sewa tempat usaha, membayar sewa rumah, dan iuran yang harus 
dibayarkan kepada pengelola. 

Hal yang menarik adalah sebanyak 67% responden tidak melihat uang sebagai hal yang 
memaksa mereka untuk bekerja karena bagi mereka, mereka bekerja sudah menjadi 

tanggungjawab bukan menjadi sumber karena keinginan untuk memiliki uang itu sendiri 
(Gambar 11). Selain itu ada pula yang menjawab jika mereka menganggap bahwa uang memaksa 
mereka bekerja adalah hal yang salah karena sama halnya dengan mereka mendewakan uang 
dan nantinya dapat menjadikan uang sebagai sumber dari masalah dalam keluarga karena 

motivasi yang salah. 



42                                Olivia1 dan Kristanto2 /Jurnal Buana Akuntansi vol 09 No 02 (2024): 31-46 
 

  

 
Gambar 11. Gambaran Motivation dari Love of Money 

 
Poin berikutnya yang menjadi penilaian konsep LOM adalah tingkat kekayaan, kekayaan 

sendiri bersumber dari uang yang dihasilkan, dari uang yang dihimpun, dari uang yang dikelola, 
yang dapat ditarik benang merah apabila uang berhubungan erat dengan kekayaan. Tentu hal 
ini menjadi hal yang lumrah sebagai pelaku UMKM, karena mereka memiliki keinginan untuk 
mendapatkan uang yang banyak dan mereka mengaku ingin menjadi kaya namun dengan 

beberapa pertimbangan. Keseluruhan 38% responden tersebut sama-sama menyebutkan bahwa 
mereka ingin menjadi kaya karena mereka ingin memiliki uang yang banyak, dengan uang yang 
banyak dapat memudahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Gambar 12). Dan selebihnya 
67% responden tidak melihat bahwa memiliki banyak uang adalah hal yang baik karena dilihat 
tergantung bagaimana seseorang responden menyikapinya. 

 
Gambar 12. Gambaran Kekayaan dari Love of Money 

 
Persepsi seseorang terkait uang mempengaruhi definisi mereka dengan kesuksesan dan 

mempengaruhi tingkah laku individu dalam berperilaku. Pada hasil wawancara ditemukan 

sebanyak 79% responden menganggap bahwa memiliki banyak uang adalah sebuah kesuksesan, 
dan 88% responden menjawab apabila nantinya mereka dapat mencapai kesuksesan tersebut 
akan membuat mereka untuk taat kepada pajak, yang artinya kesuksesan mempengaruhi 
kepatuhan pajak responden kedepannya (Gambar 13). Alasan ini berlandaskan pada pemikiran 
kesuksesan artinya mendapatkan kemudahan dalam melakukan apapun tanpa ada pemikiran 

yang membatasi keputusannya, misalnya baginya dengan memiliki uang yang banyak 
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menjadikan dia tidak perlu kesusahan dalam mencari penghasilan atau tidak perlu bekerja lebih 
keras lagi, karena apapun yang ia inginkan dapat dibeli dengan mudah. Sehingga pajak sendiri 
merupakan kewajiban kita yang harus dibayarkan kepada negara, maka sudah seharusnya 

ketika sukses nanti itu sudah melekat kepada diri responden sebagai wajib pajak di negara 
Indonesia. 

 
Gambar 13. Gambaran Kesuksesan dari Love of Money 

 

5. Kesimpulan 
Berdasarkan pada penelitian kualitatif deskriptif yang telah penulis lakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara yang dilakukan pada UMKM di wilayah KPP Kalideres, 
Jakarta Barat diambillah beberapa kesimpulan yang dapat penulis jelaskan dan paparkan 
kedalam tiga hal. Pertama, Profil dan latar belakang pelaku usaha UMKM dan faktor-faktor 
mendasar seperti pengetahuan, frekuensi dan jenis sosialisasi, modernisasi sistem administrasi 

perpajakan, dan LOM menjadi faktor pendukung pelaku usaha UMKM dalam mempengaruhi 
pola pikir, pengambilan keputusan, dan sikapnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. Pengetahuan akan perpajakan adalah hal yang paling mendasar untuk 
mempengaruhi sikap seseorang terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya yang 
sangat dipengaruhi oleh latar belakang wajib pajak itu sendiri, yang paling berpengaruh adalah 

tingkat pendidikan terakhir, lingkungan wajib pajak, dan rentang usia.  
Kedua, Sosialisasi yang baik adalah jenis atau metode sosialisasi yang dapat menjawab 

dan memberikan feedback kepada wajib pajak dan frekuensi diadakannya sosialisasi juga 
menjadi hal yang perlu diperhatikan. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dianggap 

dapat mempermudah kegiatan manusia di mana semuanya dilakukan secara terotorisasi, 
otomatis, dan fleksibel tanpa perlu melakukan tatap muka. Perpajakan sendiri juga 
mengadaptasi kecanggihan teknologi. Namun, ternyata masih banyak wajib pajak yang belum 
merasakan manfaat dari modernisasi sendiri karena keterbatasn akses informasi, tidak adanya 
bantuan, dan  kecepatan responden dalam memahami dan kecakapan dalam teknologi. Ketiga, 

Sikap cinta terhadap uang atau LOM juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di mana 
hal ini dilihat bagaimana persepsi wajib pajak terhadap pajak yang dianggap sebagai beban, 
sehingga mereka memilih untuk menghindari pajak dengan salah satunya tidak mendaftarkan 
usahanya, karena ada pikiran untuk dikenakan biaya pungutan lagi. 

Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak secara 
signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Kalideres. Hasil ini sesuai 
dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi 
terhadap kepatuhan pajak UMKM. Meskipun penelitian ini terbatas pada satu wilayah KPP, 

temuan ini memberikan wawasan penting yang dapat diaplikasikan pada konteks pendidikan 
tinggi lainnya. Temuan ini mendukung teori bahwa peningkatan pengetahuan dan sosialisasi 
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dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Secara praktis, pemerintah dan otoritas pajak dapat 
menggunakan hasil ini untuk merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif. 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ukuran sampel yang terbatas pada satu wilayah. 

Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas sampel dengan melibatkan wilayah KPP 
lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih general. 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis memberikan tiga saran yang bisa 
dikerjakan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti selanjutnya bisa menggunakan 

database dari E-Riset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui KPP masing-
masing. Referensi ini akan sangat mendukung keakuratan objek dan administrasi penelitian. 
Kedua, peneliti selanjutnya bisa memadukan data primer dan data sekunder yang didapat dari 
laporan kepatuan WP UMKM yang sedang dikembangkan oleh DJP. Dan Ketiga, untuk 
pengambilan data responden, bisa dipusatkan pada 3 bulan terakhir di masa akhir tahun, atau 

pada kegiatan produktif seperti bazaar dan expo.  
 
Pedoman Wawancara dan Indikatornya 
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